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GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 188.44/273/2021
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2022

o

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

bahwa dengan berlakunya Peraturan Gubernur Kalimantan
Tengah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022,
maka perlu ditetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah di
lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (4)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah menyebutkan “Rencana Kerja Perangkat Daerah
ditetapkan Kepala Daerah setelah Rencana Kerja Pemerintah
Daerah ditetapkan”;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Gubernur tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah Tahun 2022;

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang
Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah
dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956
tentang Pembentukan dan Perubahan Daerah-Daerah
Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan
dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);
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Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang
Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6056);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 2);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana
Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 10);

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pencapian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
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Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2013
tentang Pedoman Pembangunan Wilayah Terpadu (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1563);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 1540);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 496);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun
2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
Nomor 34);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun
2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016
Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
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Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan
Tengah Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 90);

Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 20 Tahun
2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah Tahun 2022, maka perlu ditetapkan
Rencana Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah
Provinsi Kalimantan Tengah

MEMUTUSKAN:

Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun 2022, sebagaimana tercantum pada Lampiran sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU
terdiri dari:

a.
b.

P

Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah;

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan
Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah;

Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan
Tengah;

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan
Tengah;

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi
Kalimantan Tengah;

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;

Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran
Provinsi Kalimantan Tengah;

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi
Kalimantan Tengah;

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Provinsi Kalimantan Tengah;

Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah;

Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
Provinsi Kalimantan Tengah;

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah;
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah;

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
Provinsi Kalimantan Tengah;

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah;
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Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah;
Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah;

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan
Tengah;

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan
Tengah;

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi
Kalimantan Tengah;

Dinas Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah;

Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah;

Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah;

Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah;

Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah;

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan
Tengah;

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi
Kalimantan Tengah;

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan
Tengah;

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi
Kalimantan Tengah;

Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah;

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kalimantan
Tengah;

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah;

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah;
Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus;

Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei;

Biro Perekonomian Provinsi Kalimantan Tengah;

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah;

. Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Tengah;

Biro Hukum Provinsi Kalimantan Tengah;
Biro Organisasi Provinsi Kalimantan Tengah;
Biro Umum Provinsi Kalimantan Tengah;

Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Kalimantan
Tengah;

Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Kalimantan
Tengah,;
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ss. Biro Administrasi Pimpinan Provinsi Kalimantan Tengah;
dan

tt. Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan
Tengah.

KETIGA : Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Provinsi Kalimantan

Tengah Tahun 2022 yang telah ditetapkan, menjadi pedoman
Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 28 Juli 2021

Tembusan:

1.

2.

ok

Menteri Dalam Negeri:
u.p. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri;
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah:
u.p. a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
b. Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan;
c. Asisten Administrasi Umum; dan
d. Kepala Biro Hukum.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan
Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah;
Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah; dan
Masing-masing Kepala Perangkat Daerah untuk diketahui.



KATA PENGANTAR

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah Tahun
2022 merupakan pelaksanaan tahun kedua, berpedoman pada Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun 2005-2025.

Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun
2022 ini juga diperlukan untuk menjalankan tahapan perencanaan dan
pelaksanaan pembangunan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
sekaligus pengendalian pembangunan dari monitoring dan evaluasi, sebagai

umpan balik untuk perencanaan berikutnya.

Akhir kata kami menyampaikan terima kasih atas informasi secara
lisan maupun tertulis dilengkapi dengan data pendukung yang diberikan
kepada kami oleh berbagai pihak yang telah membantu dalam penyusunan
Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan

Tengah Tahun 2022.

Palangka Raya,16 Agustus 2021
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUA
DAN PENATAAN RUANG

E

PROVINSI KALIMANTAN

. SHALAHUDDIN, SJ., MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19710721 199803 1 008
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BAB |
Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan landasan hukum bagi
sistem perencanaan pembangunan yang didalamnya memuat tahapan
perencanaan pembangunan terdiri dari perencanaan jangka panjang,
menengah dan tahunan, yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara
pemerintahan dan masyarakat. Khusus perencanaan tahunan atau
disebut Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan Perangkat
Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang secara teknis
pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Rencana Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa
Renja Perangkat Daerah memuat program dan kegiatan, lokasi
kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif dan
prakiraan maju.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022
merupakan pelaksanaan tahun kedua, berpedoman pada Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan
Tengah Tahun 2021-2026.

2|Page
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1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum vyang dijadikan acuan dalam Penyusunan

Rancangan Akhir Renja Tahun 2022 Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah, antara lain:

1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor
4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4576);
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614 );

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rancana Pembangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5887);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 tahun 2010
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025;

4|Page
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16. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;

17. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 32 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata
Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi
Kalimantan Tengah;

18. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/273/2021
tanggal 28 Juli 2021 tentang Rencana Kinerja Perangkat Daerah

Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 ini dimaksudkan untuk
menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan
pembangunan daerah sebagai tolak ukur penilaian kinerja Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah
dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pada tahun anggaran 2022.
Tujuan Rencana Kerja Tahun 2022, yaitu:

1. Sebagai kerangka acuan dalam penyusunan RKA - DPA Tahun 2022.

2. Sebagai instrumen dalam mengukur kinerja pelayanan Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah
sebagai lembaga teknis dalam mendukung pembangunan daerah

pada tahun yang direncanakan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Akhir Kerja Perangkat Daerah
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

BAB | PENDAHULUAN

Pada Bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan
Rancangan Renja SOPD yang meliputi latar belakang, landasan hukum,
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maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada

bab-bab berikutnya ada keterkaitan.

BAB Il EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU, berisikan:

2.1.

2.2.

2.3.

Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2020 dan Capaian Renstra
PD, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan
Renja PD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun
berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang
seharusnya pada waktu penyusunan Renja PD sudah disahkan.
Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD
berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja PD

tahun-tahun sebelumnya.

Analisis Kinerja Pelayanan PD, berisikan kajian terhadap capaian
kinerja pelayanan PD berdasarkan indikator kinerja yang sudah
ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan
Peraturan Pemerintah No. 13 tahun 2019 perubahan atas
Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah
Nomor 38 tahun 2007. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan
dengan tugas dan fungsi masing-masing PD, serta ketentuan
peraturan perundang-undangan vyang terkait dengan kinerja

pelayanan

Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD, berisikan
uraian mengenai : Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan PD dan
hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD, permasalahan dan
hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan
fungsi PD, dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala
daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti
SPM dan MDGs (Millenium Development Goals), tantangan dan
peluang serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan
catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan

program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.
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2.4, Review terhadap Rancangan Awal, berisikan uraian mengenai:
Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan
awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan; Penjelasan mengenai
alasan proses tersebut dilakukan; Penjelasan temuan-temuan
setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan
dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan
program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal
RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya
berbeda dan Lampirkan tabel berikut, sesuai Tabel T-C.31 pada
lampiran Permendagri 86/2017.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. Dalam
bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang
diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok
masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM,
asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah
Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat
Daerah maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi PD dari
penelitian lapangan dan pelaksanaan musrenbang desa,

kecamatan dan kabupaten.
BAB Ill TUJUAN dan SASARAN PERANGKAT DAERAH, berisikan:

3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional, telaahan terhadap
kebijakan nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan
yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan

nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SOPD.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja, perumusan tujuan dan sasaran
didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas
dan fungsi SOPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja
Renstra SOPD.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH:

4.1. Program dan Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai: faktor-
faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan
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program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta
penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai
dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu

indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB V PENUTUP, berisikan catatan penting yang perlu mendapat
perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.
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BAB I
Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2020 & Capaian Renstra

Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi
Kalimantan Tengah adalah penjabaran perencanaan tahunan dari
Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi
Kalimantan Tengah. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan
atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan
Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Terkait dengan hal tersebut
Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah ini menyajikan dasar
pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari
hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah selama tahun
2020 dan perkiraan target tahun 2021. Pengukuran kinerja kegiatan

dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut:

1. Penetapan Indikator Kinerja
Penetapan indicator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan
kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan
yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi
indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes),
manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator
tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku
dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti
dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing

jenis indikator yang telah ditetapkan.

2. Capaian Analisis Kinerja
Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator
kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan

data kinerja.
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a. Evaluasi Program Tahun Anggaran 2020

a.1.

Pada Tahun 2020 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Provinsi Kalimantan Tengah mendapatkan alokasi Total anggaran
(APBD dan APBN) sebesar Rp. 858.220.071.090,25,- dengan rincian
dana APBD Rp. 795.755.148.027,83,- Belanja Langsung dan Rp.
28.180.850.062,42,- Belanja Tidak Langsung, APBN Dana Tugas
Pembantuan Rp. 34.284.073.000,-. Dari jumlah anggaran tersebut
dana APBD dengan 23 program dan 181 kegiatan terealisasi sebesar
Rp. 816.469.618.867,00,- dengan capaian kinerja fisik sebesar 99,57

% dan capaian kinerja keuangan Belanja Langsung sebesar 99,09 %.

Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target Renja
Tahun 2020

1. Program Peningkatan/ Pembangunan Jalan Provinsi Kalimantan

Tengah dari target 175,68 Km, capaian kinerja 61,35 Km;

2. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan lIrigasi, Rawa
dan Jaringan Pengairan Lainnya dari target capaian 180.663 Ha,
capaian kinerja Tahun 2020 15.471 Ha;

3. Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai dari target
8.700 m, capaian kinerja 0 m, target tidak tercapai karena adanya

refocushing/rasionalisasi anggaran dampak dari pandemi covid 19.

4. Program Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air

limbah dari target 428 m capaian kinerja 0 m;

5. Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh dari

target 4 unit dan 6 kawasan capaian kinerja 1 unit dan 2 kawasan;

6. Program pembangunan/peningkatan rumah ibadah dan fasilitas

sosial dari target 83 unit capaian kinerja 4 unit;
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a.z.

a.3.

Realisasi Program/Kegiatan yang memenuhi target Renja Tahun
2020

1. Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku khusus nya

kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana Air Baku;

2. Perencanaan dan pembangunan rumah ibadah dan fasilitas sosial

di Kalimantan Tengabh;
3. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
4. Peningkatan sarana dan prasarana umum dan masyarakat;
5. Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh;
6. Pembangunan saluran drainase/gorong - gorong.

Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target Renja Tahun
2020 :

1. Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku ,dari target 3 Unit,
Capaian kinerja 4 Unit;

2. Program Pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau
dan sumber daya air lainnya dari target 1 laporan, menjadi 4

laporan;

3. Program Pembangunan/peningkatan saluran drainase/gorong -

gorong, dari target 500 m, capaian kinerja 4.796 m.

a.4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja :

Secara umum faktor penyebab tidak tercapainya kinerja sesuai
dengan tahapan Renstra SOPD adalah karena keterbatasan anggaran
APBD Provinsi Kalimantan Tengah, selain itu juga karena target yang
ingin dicapai merupakan target kumulatif (contoh Program
Rehabilitasi/Pemeliharaan rutin Jalan dan Jembatan yang dipelihara
sepanjang tahun dan pelaksanaannya tergantung kondisi jalan yang

bersangkutan).

11|Page



RENCANA KERJA Tahun 2022
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah

a.b.

a.é6.

Faktor-faktor penyebab terlampauinya target kinerja :

Faktor-faktor penyebab capaian melebihi target kinerja adalah
dalam rangka percepatan capaian kinerja dan karena kebutuhan riil

di lapangan.

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra

PD dan kinerja pelayanan perangkat daerah adalah :

Pencapaian target kinerja akan mempercepat capaian tingkat
pelayanan infrastruktur yang sangat diperlukan masyarakat seperti
terbukanya isolasi daerah, percepatan pertumbuhan ekonomi
masyarakat dan pengendalian inflasi dengan harapan implikasi

pengurangan angka kemiskinan.

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu
diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut antara

lain:

Target kinerja yang belum tercapai akan diupayakan untuk dipenuhi
pada tahun mandatang, sehingga target Renstra secara keseluruhan

bisa dipenubhi.

. Evaluasi Program Tahun Anggaran 2021

Tahun Anggaran 2021 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Provinsi Kalimantan Tengah mendapatkan alokasi anggaran sebesar
Rp. 827.677.993.804,- dengan rincian dana APBD Belanja Langsung
Rp. 800.225.086.000,- dan Belanja Tidak Langsung
Rp. 27.452.907.804,-. Dari jumlah anggaran tersebut APBD dengan 11
program dan 22 kegiatan. Anggaran Dana APBN Tugas Pembantuan
Rp. 37.956.073.000,-. Pada Anggaran APBD terjadi perubahan
menjadi Rp. 823.408.040.704,- dengan rincian dana APBD Belanja
Langsung Rp. 799.317.632.900,- dan Belanja Tidak Langsung Rp.
24.090.407.804,-.
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2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD

Capaian pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikasi kinerja

yang sudah ditentukan dalam SPM maupun IKK (indikator kinerja

kunci) adalah sebagai berikut:

a. Capaian Pelayanan Berdasarkan IKK

Pada awal tahun anggaran 2018 Gubernur Kalimantan Tengah

bersama Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan

Tengah telah menandatangani Penetapan Kinerja, dengan sasaran

strategis antara lain :

1.

Program Peningkatan/Pembangunan Jalan Provinsi Kalimantan

Tengah dari target 141,68 Km, capaian kinerja 135,65 Km;

. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan rutin Jalan dan Jembatan

dari target 1.272,08 Km, capaian kinerja 1.272,08 Km;;

. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa

dan jaringan Pengairan khususnya Rehabilitasi Jaringan
Irigasi/Rawa dengan target 19.000 Ha adapun capaian kinerja
1.175 Ha;

Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku khususnya OP
Prasarana Air Baku dengan target 3 Unit adapun capaian

kinerja 4 Unit;

. Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai,

danau dan sumber daya air lainnya dengan target 1 Laporan
adapun capaian kinerja 4 Laporan;

Program Pembangunan/peningkatan saluran Drainase/Gorong-
Gorong dengan target 500 m adapaun capaian kinerja 4.796 m;
Program Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dan
Pengelolaan Air Limbah dengan target 428 m adapun capaian
kinerja 0 m;

Program pembangunan/peningkatan rumah ibadah dan
fasilitas sosial, dengan target 83 unit adapun capaian kinerja 4

unit.

13|Page



RENCANA KERJA Tahun 2022
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah

9. Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh,
dengan target 4 unit dan 6 kawasan adapun capaian kinerja 1
unit dan 2 kawasan;

10. Program Peningkatan/Pembangunan Jalan Provinsi Kalimantan
Tengah dari target 175,68 Km, capaian kinerja 61,35 Km;

11.Program Rehabilitasi/Pemeliharaan rutin Jalan dan Jembatan
dari target 1.272,08 Km, capaian kinerja 1.272,08 Km;

Capaian pelayanan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal

Mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor:

14/PRT/M/2010 tanggal 25 Oktober 2010 Standar Pelayanan

Minimal Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang serta Peraturan

Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22/PERMEN/M/2008

tanggal 30 Desember 2008, adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem
irigasi yang sudah ada, target tahun 2020 mencapai 100 %
capaian sampai tahun 2020 sebesar 100 %;

2. Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan
dalam wilayah kabupaten/kota, target tahun 2020 mencapai
100% capaian sampai tahun 2020 sebesar 100 %;

3. Tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat perindividu
melakukan perjalanan, target tahun 2020 mencapai 100 %
capaian sampai tahun 2017 sebesar 100 %;

4. Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara
dengan selamat, target tahun 2020 mencapai 100% capaian
sampai tahun 2020 sebesar 92,00 %;

5. Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan
dengan selamat dan nyaman, target tahun 2020 mencapai 100%
capaian sampai tahun 2020 sebesar 95,00 %;

6. Tersedianya jalan yang menjamin perjalanan dapat dilakukan
sesuai dengan kecepatan rencana, target tahun 2020 mencapai

100% capaian sampai tahun 2020 sebesar 93,50 %;
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7. Pemenuhan akses sanitasi layak dan instalasi pengelolaan air
limbah untuk masyarakat, serta pemenuhan infrastruktur air
minum layak, target tahun 2020 mencapai 100% capaian
sampai tahun 2020 sebesar 70%.

8. Peningkatan kualitas permukiman vyang layak, penataan
bangunan dan lingkungan, target tahun 2020 mencapai 100%

capaian sampai tahun 2020 sebesar 80%.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang

Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

dan tentang tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah, Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang mempunyai tugas pokok membantu Gubernur

dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di

bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan

kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-
undangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyelenggarakan Fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum, penataan
ruang dan prasarana wilayah sesuai dengan kebijaksanaan yang
ditetapkan Gubernur berdasarkan peraturan perundangundangan
yang berlaku;

2. pembinaan dan penyusunan perencanan dan program;

3. pembinaan dan  pelaksanaan pengembangan prasarana
permukiman, pengairan, konstruksi;

4. pemberian rekomendasi perizinan dan pelaksanaan pengawasan;

5. penyelenggaraan urusan kesekretariatan Dinas; dan
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6. pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan
pelaporan penyelenggaraan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang.

Pelaksanaan Tugas

Dalam mencapai tujuan dan sasaran Pelaksanaan Tugas Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah
terdiri dari 5 (lima) Bidang, 1 (satu) Sekretariat dan 1 Unit Pelaksana
Teknis Laboratorium Bahan Konstruksi (nomenklatur UPT sebelumnya

UPT. Balai Pengujian Mutu).

1. Bidang Sumber Daya Air
Bidang Sumber Daya Air memiliki 1 Program dan 2 Kegiatan
dengan 7 Sub Kegiatan.
|. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
1.  Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah
Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota
a. Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan
Provinsi
b. Operasi dan Pemeliharaan Unit Air Baku
c. Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi
2. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan
Sekunder pada Daerah lIrigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha
dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota
2.1. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa
2.2. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemeliharaan
Kawasan Rawa
2.3. Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi

2.4. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa

16|Page



RENCANA KERJA Tahun 2022
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah

2. Bidang Bina Marga
Bidang Bina Marga memiliki 8 Program dan 51 Paket Kegiatan.

I. Rekonstruksi Jalan Di Provinsi Kalimantan Tengah
Peningkatan Jalan Amin Jaya - Rantau Pulut (MYC II)
Peningkatan Jalan Rantau Pulut - Tb. Manjul (MYC II)
Peningkatan Jalan Sp. Kenawan - Riam Durian (MYC Il)
Peningkatan Jalan Samuda - Ujung Pandaran (MYC II)
Peningkatan Jalan Parenggean - Tb. Sangai (MYC II)
Peningkatan Jalan Tumbang Sangai - Tb. Kalang (MYC II)
Peningkatan Jalan Sp. Pundu - Tb. Samba (MYC II)
Peningkatan Jalan Bawan - Kuala Kurun (MYC II)
Peningkatan Jalan Kuala Kurun - Linau - Tb. Jutuh (MYC II)

. Peningkatan Jalan Pulang Pisau - Pangkoh (MYC II)

. Peningkatan Jalan Pangkoh - Bahaur (MYC II)

@ NS U kWD

_ A A O
N =~ O -

. Peningkatan Jalan Kuala Kapuas - Palingkau (MYC Il)

-
w

. Peningkatan Jalan Palingkau - Dadahup (MYC II)

. Peningkatan Jalan Dadahup/G1 - Lamunti (MYC II)

. Peningkatan Jalan Dadahup/G1 - A5 - B4 (MYC II)

. Peningkatan Jalan Telang Siong - Bangkuang (MYC II)
. Peningkatan Jalan Sp. Patas - Tabak Kanilan (MYC II)

. L .
O N o U1 N

. Peningkatan Jalan Patung - Hayaping - Bentot (MYC Il)

-_—
O

. Peningkatan Jalan Bentot - Pasar Panas (MYC Il)
. Peningkatan Jalan Beruta-Bukit Jaya (MYCII)

NN
- O

. Peningkatan Jalan Yos Sudarso (Palangka Raya) (MYCII)

N
N

. Peningkatan Jalan Lingkar Kota Muara Teweh (MYCII)

N
w

. Peningkatan Jalan Kuala Kurun - linau - Tbh. Jutuh

N
o

Peningkatan Jalan Pangkoh Sari - Mulyasari - Kantan Muara

N
(S]

. Peningkatan Jalan Pulang Pisau - Pangkoh

N
o

. Peningkatan Jalan Dalam Kota (Jl. Nurhidayah/ M. Arsyad

Pembuang Hulu, Kec. Hanau)

N
~N

. Peningkatan Jalan Melata - Mukti Manunggal (Simpang Kecamatan

Menthobi Raya-Bundaran Bukit Raya)
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28. Peningkatan Jalan Lingkar Selatan Kota Sampit
29. Peningkatan Jalan Palantaran - Parenggean
30. Peningkatan Jalan Tumbang Sangai - Tumbang Kalang
31. Peningkatan Jalan Dadahup/ G1 - Lamunti (DAK)
32. Peningkatan Jalan Bangkal - Telaga Pulang - Kuala Pembuang
(DAK)
33. Peningkatan Jalan Pangkalan Bun - Kotawaringin Lama (DAK)
. PEMBANGUNAN JEMBATAN DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
1. Pembangunan Jembatan Sei Jelai
lll. PENYUSUNAN RENCANA, KEBIJAKAN, STRATEGI DAN TEKNIS SISTEM
PENGEMBANGAN JARINGAN JALAN DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
1. Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan (MYC II)
2. Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan
3. Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan (DED)
4. Penyusunan Program Jalan dan Jembatan Core Team Perencanaan
Jalan dan Jembatan
IV. PENGELOLAAN LEGER JALAN
1. Leger Jalan Provinsi
V. SURVEY KONDISI JALAN/JEMBATAN
1. Survey Kondisi Jalan dan Jembatan
VI. Pemeliharaan Berkala Jalan
1. Pemeliharaan Berkala Jalan Dalam Provinsi
2. Pemeliharaan Berkala Jalan Natai Arahan
3. Pemeliharaan Berkala Jalan Pangkalan Bun - Kotawaringin Lama
VIl. Pemeliharaan Rutin Jembatan
1. Pemeliharaan Jembatan Tersebar
VIil. Pemeliharaan Rutin Jalan
1. Pemeliharaan Rutin Jalan Dalam Kota Palangka Raya
2. Pemeliharaan rutin jalan provinsi Wilayah Barito Utara dan Murung
Raya
3. Pemeliharaan rutin jalan provinsi Wilayah Barito Selatan dan Barito

Timur
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4. Pemeliharaan rutin jalan provinsi Wilayah Kapuas dan Pulang Pisau
5. Pemeliharaan rutin jalan provinsi Wilayah Gunung Mas
6. Pemeliharaan rutin jalan provinsi Wilayah Katingan, Kotim dan
Seruyan
7. Pemeliharaan rutin jalan provinsi Wilayah Kobar, Lamandau dan
Sukamara
3. Bidang Cipta Karya
Bidang Cipta Karya memiliki 5 Program, 5 Kegiatan, dan 9 Sub
Kegiatan.
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air
Minum :
1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
(SPAM) Lintas Kabupaten/Kota
a. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis
SPAM
b. Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan
2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase :

1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang
Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah
Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi

Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi
Penyediaan Air Bersih Kawasan Pesisir
a. Penyediaan Drainase Perkotaan dan Sarana
Pendungkungnya
3. Program Pengembangan Permukiman :
Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan
Strategis Daerah Provinsi
a. Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan
Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi
b. Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan

Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi
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4, Program Penataan Bangunan Gedung :
1. Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk
Kepentingan Strategis Daerah Provinsi
a. Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan
Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan
Strategis Daerah Provinsi
b. ldentifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan
Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan Milik
Pemerintah Provinsi
5. Program Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan :
Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di
1. Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah
Kabupaten/Kota
a. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis
Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan
Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah
Kabupaten/Kota
b. Penataan Bangunan dan Lingkungan
4, Bidang Tata Ruang
Bidang Tata Ruang memiliki 1 (satu) Program, 4 (empat)
Kegiatan, dan 9 (Sembilan) Sub Kegiatan.
1. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
1. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Rencana Rinci
Tata Ruang Provinsi
a. Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan
Penetapan RTRW Provinsi
b. Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan
Penataan Ruang
c. Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-
Undangan Bidang Penataan Ruang
2. Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang

a. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi
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b. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Provinsi
c. Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang
Koordinasi Dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah

Provinsi
a. Sistem Informasi Penataan Ruang

4. Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Daerah Provinsi
a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan
Disinsentif Bidang Tata Ruang

b. Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang

5. Sekretariat
Sekretariat memiliki 1 (satu) Program, 7 (Tujuh) Kegiatan, dan 18
(Delapan Belas) Sub Kegiatan.
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi
1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
a. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
b. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

a. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas
dan Fungsi
b. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-
Undangan
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah

a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
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Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

® a n T

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
undangan
f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak
dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan
b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan
Lainnya
c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana

Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

6. Bidang Jasa Konstruksi
Bidang Jasa Konstruksi memiliki 2 Program dan 5 Kegiatan.

1. Program Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi
1. Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi

2. ldentifikasi Potensi Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa
Konstruksi

3. Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi

4 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
Konstruksi

Program Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi

(SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi
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Penyelenggaraan pelatihan untuk peningkatan kapasitas
administrator SIPJAKI

7. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Bahan Konstruksi

UPT Laboratorium Bahan Konstruksi memiliki 1 Program, 2
Kegiatan dan 2 Sub Kegiatan.
Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi
a. Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
Konstruksi
- Penguatan Penyelenggaraan UPT Laboratorium Bahan
Konstruksi

Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI)
Cakupan Daerah Provinsi
a. Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa

Konstruksi
- Pengadaaan dan pemeliharaan kalibrasi peralatan
Laboratorium Bahan Konstruksi

- Penyiapan Akreditasi Laboratorium Bahan Konstruksi

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

1.

Mempertahankan dan meningkatkan prasarana dan sarana yang
telah ada dalam rangka penunjang sektor-sektor yang strategis
khususnya dalam upaya pemulihan perekonomian daerah dalam
rangka pengembangan ekonomi daerah.

Mengembangkan dan melestarikan potensi sumber daya air
khususnya dalam menunjang kegiatan pertanian dalam arti luas dan
dalam upaya mendukung pelestarian lingkungan.

Pembangunan infrastruktur di kawasan daerah terisolir, daerah
bencana dan daerah rawan bencana untuk mewujudkan Kalimantan
Tengah yang maju, sejahtera dan bermartabat.

Pembangunan infrastruktur untuk mendukung pusat-pusat produksi
dan ketahanan pangan, mendukung keseimbangan pembangunan

antar daerah.
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2.4,

2.5.

5. Mengembangkan Infrastruktur ke-PUPR-an dalam rangka membantu
mewujudkan permukiman yang layak huni, produktif, aman,
tentram dan berkelanjutan.

6. Peningkatan Produktifitas fungsi Kawasan Perkotaan dan
Revitalisasi Kawasan Bersejarah, Pariwisata dan kawasan lainnya
yang menurun kualitasnya.

7. Pembinaan Bangunan Gedung dalam rangka memenuhi standar
keselamatan dan keamanan bangunan.

8. Mendukung pemenuhan sasaran “The UN Millenium Development
Goals“ serta Gerakan Penanganan Kawasan Kumuh oleh Wakil
Presiden Rl untuk :

a. Menurunkan masyarakat miskin
b. Meningkatkan kehidupan masyarakat di permukiman kumuh.

9. Meningkatkan kapasitas Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam
pengelolaan pembangunan infrastruktur PUPR (Capacity Building).
10.Penyelesaian Raperda RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai
dengan amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 dan PP

Nomor 26 Tahun 2008.

11. Meningkatkan pengendalian Tata Ruang pada kawasan perkotaan.

Review terhadap Rancangan Akhir RKPD

Penyusunan RKPD 2022 didasarkan pada kebutuhan minimal tahunan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam tahapan
pencapaian Renstra Dinas mencakup 12 program dan 26 kegiatan,
jumlah anggaran yang diperlukan sebesar Rp. 826.408.040.704,-.
Namun memperhatikan kemampuan keuangan daerah maka perlu
dilakukan penajaman prioritas dengan tetap memperhatikan target

kinerja sesuai Renstra.

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan masyarakat

Selain berpedoman pada Renstra, Renja Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah juga memperhatikan
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usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku
kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan
pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari
Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada
Perangkat Daerah maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi

Perangkat Daerah dari penelitian di lapangan.
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BAB Il

Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

3.1. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional

Saat ini sudah memasuki Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024, untuk itu perlu dirumuskan dan
dijabarkan lebih operasional ke dalam sejumlah program prioritas di
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sehingga lebih mudah untuk
diimplementasikan dan diukur tingkat keberhasilannya.

Terdapat 7 prioritas nasional yang merupakan 7 agenda pembangunan
dalam RPJMN 2020-2024.

Adapun ketujuh agenda tersebut berupa: penguatan ketahanan
ekonomi; pengembangan wilayah; peningkatan SDM; peningkatan
revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; penguatan
infrastruktur; pembangunan lingkungan hidup, ketahanna bencana dan
perubahan iklim; dan stabilitas politik hukum dan transformasi pada
public.

Sebagian besar sumber daya dan kebijakan akan diprioritaskan untuk
mendukung implementasi dari 7 prioritas nasional tersebut. Dari
Prioritas Kebijakan Nasional tersebut di atas yang terkait dengan tugas
dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi
Kalimantan Tengah adalah :

1. Penguatan infrastruktur

Pembangunan infrastruktur nasional yang memiliki daya dukung
dan daya gerak terhadap pertumbuhan ekonomi dan sosial yang
berkeadilan dan mengutamakan kepentingan masyarakat umum di
seluruh bagian negara kepulauan Republik Indonesia dengan

mendorong partisipasi masyarakat.

Substansi inti program aksi bidang infrastruktur antara lain:
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Tanah dan tata ruang: Konsolidasi kebijakan penanganan dan
pemanfaatan tanah untuk kepentingan umum secara menyeluruh

di bawah satu atap dan pengelolaan tata ruang secara terpadu;

Permasalahan tata ruang di Provinsi Kalimantan Tengah adalah
Peruntukan ruang untuk budidaya non kehutanan belum
mampu mengakomodir kebutuhan ruang bagi masyarakat.
Komposisi peruntukan ruang dalam Perda No. 5 Tahun 2015
khususnya Pola Ruang adalah 82% berupa kawasan hutan dan 18%
berupa kawasan non hutan. Kondisi riil di lapangan banyak
desa/kelurahan berada dalam kawasan hutan, areal budidaya
pertanian, kawasan industri dan KEK (Kawasan Ekonomi Khusus),
Infrastruktur jalan Nasional, jalan Provinsi fasilitas umum dan
sosial masih masuk dalam kawasan hutan. Hal ini dikarenakan
proporsi dan distribusi kawasan hutan dan non hutan yang tidak
sesuai dengan kondisi eksisting serta kondisi yang diharapkan
sehingga tidak mengakomodir kepentingan pembangunan di

berbagai sektor non kehutanan.

Jalan : Penyelesaian pembangunan Lintas Sumatera, Jawa, Bali,
Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur,

dan Papua sepanjang total 19.370 km pada 2016;

Permasalahan dalam infrastruktur jalan di Provinsi Kalimantan
Tengah yang paling utama adalah menyangkut ketersediaan
infrastruktur dasar bagi berjalannya roda pembangunan daerah

antara lain:

a. Belum terwujudnya sistem dan jaringan transportasi, yang
mendukung aktifitas ekonomi kerakyatan.
Karateristik geomorfologi wilayah Provinsi Kalimantan Tengah
yang terdiri dari daerah rawa dan daerah aliran sungai,

menyebabkan Provinsi Kalimantan Tengah membutuhkan
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tranportasi antar moda yang memadukan antara transportasi

darat dan sungai.

b. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur serta
prasarana lalu lintas air antar kabupaten/kota.
Semakin membaiknya akses jaringan jalan ke semua wilayah
baik antar kecamatan, kabupaten, hingga antarprovinsi mesti
diimbangi dengan jasa layanan angkutan secara terpadu untuk
memenuhi lalu lintas jalan Barat-Timur dan Utara-Selatan.
Kondisi sarana dan prasarana sektor angkutan, khususnya

terminal yang memadai dan modern masih belum memadai.

c. Luasnya wilayah Kalimantan Tengah yang dihuni oleh
penduduk relatif sedikit dan terpencar-pencar tidak merata
menyebabkan pelayanannya menjadi sulit dan memerlukan

investasi infrastruktur yang sangat besar.

2. Ketahanan Pangan

Peningkatan ketahanan pangan dan lanjutan revitalisasi pertanian
untuk mewujudkan kemandirian pangan, peningkatan daya saing
produk pertanian, peningkatan pendapatan petani, serta
kelestarian lingkungan dan sumber daya alam. Peningkatan
pertumbuhan PDB sektor pertanian sebesar 98,60 % per tahun dan
Indeks Nilai Tukar Petani sebesar 103,17 pada 2018.

Adapun substansi inti program aksi bidang infrastruktur antara lain
Infrastruktur : Pembangunan dan pemeliharaan sarana transportasi
dan angkutan, pengairan, jaringan listrik, serta teknologi
komunikasi dan system informasi nasional yang melayani daerah-
daerah sentra produksi pertanian demi peningkatan kuantitas dan
kualitas produksi serta kemampuan pemasarannya.

Permasalahan dalam penyediaan infrastruktur untuk menunjang

ketahanan pangan di Provinsi Kalimantan Tengah antara lain :
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Masih terbatasnya infrastruktur pengairan yang mendukung
ketahanan pangan.

Pertanian merupakan sektor/sub-sektor yang memiliki laju
pertumbuhan PDRB rata-rata relatif tinggi yaitu 20,70 persen.
Oleh karena itu, ketersediaan dan operasional sarana irigasi teknis
menjadi suatu kebutuhan untuk mendukung agar sektor pertanian

terus dapat dipacu pertumbuhannya.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-
faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan. Penetapan tujuan akan
mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan
kegiatan. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin
dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik,
terinci, terukur dan dapat dicapai.

Dalam hal ini, visi dan misi yang disusun harus dikaitkan dengan
RPJMD 2016-2021. Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah
serta melihat latar belakang dan mencermati fenomena-fenomena
yang ada.

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Renja Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun 2022, masih berpedoman pada Rencana Strategis Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun 2016-2021.

Untuk program dan kegiatan di tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Menyiapkan Perencanaan Teknis untuk kegiatan konstruksi dan Data
Base infrastruktur.
Sasaran:
Meningkatnya Kualitas Penyusunan Data Base dan penyiapan SID dan
perencanaan teknis pada Bidang Pengairan, Transportasi Cipta
Karya.
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. Meningkatkan pengembangan sumber daya air dan penyediaan air
baku untuk masyarakat.
Sasaran:

Meningkatnya kuantitas dan kualitas penyediaan Air Baku.

. Melaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Jaringan Pengairan

agar kelestarian persawahan dapat dipertahankan.

Sasaran:

a. Mengembangkan, meningkatkan Prasarana Pengairan yang telah
ada dan meningkatkan fungsi jaringan sehingga dapat lebih
operasional.

b. Meningkatnya Produksi tanaman pangan karena terpeliharanya
jaringan pengairan yang ada, melalui OP dan rehabilitasi

jaringan irigasi.

. Berkembangnya dan terkelolanya sumber-sumber air.
Sasaran:
a. Mempertahankan pantai dari abrasi.

b. Memperkuat tebing sungai dari longsor dan gerusan sungai..

. Meningkatkan peranan jalan dalam pengembangan wilayah yang
menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan dan membuka Daerah
Potensial yang terisolir dan melengkapi jaringan jalan yang ada.
Sasaran:

a. Terpeliharanya Kondisi Fisik Prasarana Transportasi dan
memberikan pelayanan sampai batas umur teknis yang
direncanakan.

b. Terpenuhinya kebutuhan minimum pelayanan jasa transportasi

darat sekaligus pendukung upaya pemulihan ekonomi.

. Melaksanakan Monitoring, Sinkronisasi dan Evaluasi penanganan
program yang terpadu.
Sasaran :

Tersusunnya skala prioritas Tahunan Bidang Ke-PUPR-an.
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7. Melaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis terkait jasa

konstruksi.

Sasaran :

Meningkatnya kemampuan dan pengetahuan sumber daya manusia

di bidang Jasa Konstruksi.

8. Meningkatkan kualitas lingkungan di permukiman dan cakupan

pelayanan infrastruktur bidang Cipta Karya untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat.

Sasaran :

a.

Meningkatnya pengelolaan dan pengembangan sistem air minum
terhadap masyarakat.

Meningkatnya pelayanan infrastruktur persampahan.
Meningkatnya pelayanan infrastruktur air limbah.

Meningkatnya pelayanan infrastruktur drainase.

Terwujudnya Penataan kawasan permukiman pada Kawasan
strategis Daerah Provinsi.

Terwujudnya penataan dan pengelolaan bangunan gedung dan
bangunan cagar budaya pada kawasan strategis Daerah provinsi.
Terwujudnya penataan bangunan dan lingkungan pada Kawasan

strategis Daerah Provinsi.

. Penyusunan Tata Ruang Provinsi

Sasaran :

a.
b.

Terselenggaranya sosialisasi terkait Penataan Ruang.
Tercapainya kesesuaian rencana program pembangunan sektor
dengan rencana tata ruang.

Tercapainya persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan
rencana tata ruang.

Tersusunnya produk rencana tata ruang (RTRW, RDTR dan
RRTR) di Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan

Tengah yang mantap dan berkualitas.
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BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program dan Kegiatan

Dalam mendukung kebijakan dan pencapaian Rencana Srategis,

untuk Tahun Anggaran 2022, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang Provinsi Kalimantan Tengah merancang program dengan

memperhatikan:

1.

Pencapaian sesuai dengan visi dan misi pembangunan lima tahun
(Renstra PD) yang merupakan penjabaran Visi dan Misi Gubernur

Provinsi Kalimantan Tengah.

. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang. Sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan
Umum Nomor: 14/PRT/M/2010 tanggal 25 Oktober 2010 Standar
Pelayanan Minimal Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang serta
Peraturan  Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor
22/PERMEN/M/2008 tanggal 30 Desember 2008.

. Rencana Kegiatan Multi Years (MYC) 2022 akan dilaksanakan dengan

sumber dana yang berasal dari APBD dan/atau Kerja sama
Pemerintah dan badan Usaha (KPBU).

. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah.

5. Pengembangan daerah terisolir.

Rekapitulasi Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 mencakup 12

program dan 26 kegiatan. (terdapat dalam Tabel 4.1)
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RENCANA KERJA Tahun 2022
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi
Kalimantan Tengah selain menjadi acuan dalam penyusunan RKA - DPA dan
pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2022, berfungsi pula sebagai sarana
peningkatan kinerja Dinas. Renja juga memberikan umpan balik yang
sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana
di masa mendatang oleh Jajaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Provinsi Kalimantan Tengah sehingga akan diperoleh peningkatan

kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Untuk mewujudkan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah agar
sesuai dengan rencana, sangat diharapkan dukungan dan peran aktif
sumber daya manusia yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Provinsi Kalimantan Tengah mulai dari proses rencana program,
proses penetapan anggaran, proses pelaksanaan, proses pasca konstruksi

diperlukan inovasi yang rasional dan acceptable.

Setelah rampungnya Renja Tahun 2022 Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah ini diharapkan menjadi acuan
guna meningkatkan dan demi tercapainya tujuan KALTENG MAKIN BERKAH
(Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis) khususnya

bidang infrastruktur.

Palangka Raya, 16 Agustus 2021

. SHALAHUDDIN)/ ST., MT

Pembina Utama Muda
NIP. 19710721 199803 1 008
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Tabel 2.1
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra SKPD s.d Tahun 2021
Provinsi Kalimantan Tengah

Urusan/Bidang Urusan

Indikator Kinerja Program

Target Kinerja Capaian Program

Realisasi target kinerja hasil

Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2020

Target program/ kegiatan

Perkiraan realisasi capaian terget program/
kegiatan Renstra SKPD s.d tahun 2021

Kode Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021) (akhir | program dan keluaran kegiatan Renia SKPD tahun 2021 ] ]
Program/Kegiatan (output) periode Renstra PD) s.d tahun 2020 ) o Tingkat enja Realisasi capaian prog. Dan keg.| | ngkat capaian
Target Renja SKPD 2020 Realisasi Renja SKPD 2020 o realisasi target
Realisasi (%) s.d tahun 2021
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 =(10/4)
SEKRETARIAT
1.03.1.03.01. [Program Pelayanan Administrasi
01 Perkantoran
1.03.1.03.01] . . .
01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat yang terkirim 400,00 Surat 300,00 Buah 300,00 surat 300,00 surat 100,00 300,00 Surat 600,00 Buah 150,009
. . . Jumlah jasa komunikasi,
1'03511'(()’23'01 Z;”gi?r'zzm‘:"f"m””'kas" sumber | mber daya air, listrik dan| ~ 300.000,000  Kwh 300.000,000 KWH/BIn 300.000,00 KWH/BIn |  300.000,00 KWH/BIN 100,009 400 Kwh 600.000,00 KWH/BIn 200,009
i Y internet yang tersedia
1'03511'(()’53'01 Z;g:’;hd'aa” Jasa jaminan barang milik ﬁmig:gﬁ“kas' aset bara 8,00 Polis 16,00|  polis 16,00 polis 16,00|  polis 100,009 16,00 Polis 32,00  polis 400,009
. . . Jumlah STNK kendaraan
1.03.1.03.01)Penyediaan jasa pemelinaraan dan | oo oo acional yang 51,00/  Buah 20,00|  unit 17,00|  unit 17,00|  unit 100,009 20,00 Buah 37,00 unit 72,559
01.06 |perizinan kendaraan dinas/operasional| . B
diperpanjang
1.03.1.03.001 5 ediaan jasa administrasi keuangaiumlah Jasa administrasi 94800  ob 274800  ob 2.574,00 ob 257400  ob 100,009 1,00 ob 532200  ob 561,399
01.07 euangan selama 1 tahun
1.03.1.03.01 Jumlah alat tulis kantor
’ O.l .08. Penyediaan jasa kebersihan kantor ~ |selama 1 tahun yang 120,00 set 120,00 set 120,00 jenis 120,00 jenis 100,00 1,00 set 240,00 set 200,009
i disediakan
10819504 penyediaan atat tus kantor Jumiah penyeciaan aiat 5000  Jenis 2000  jenis 19,00 jenis 19,00 jenis 100,000 2000 Jenis 39,00 jenis 78,000
1.03.1.03.01Penyediaan barang cetakan dan Jumlah penyediaan barang| 77 95 0o | embar 477.900,000  Eks 477.900,00] Eks 477.900,000  Eks 100,009 1,00 Lembar 955.800,00 Eks 200,009
01.11 penggandaan cetakan dan penggandaan
1.03.1.03.01|Penyediaan komponen instalasi Jumiah komponen instalas}
DG livtkd P listrik/penerangan bangunal 15,00 Jenis 15,00 jenis 15,00 jenis 15,00 jenis 100,009 15,00 Jenis 30,00 jenis 200,009
01.12 listrik/penerangan bangunan kantor g
kantor yang disediakan
Jumlah penyediaan peralat|
dan perlengkapan kantor
spanduk, bendera dan umtk|
umbul, komputer desktop,
1.03.1.03.01| Penyediaan peralatan dan perlengkapg LCD proyektor, sound syst¢ 30,00 Jenis 1,00 paket 22,00 jenis 22,00 jenis 100,009 1.00 Jenis 23,00 paket 76,679
01.13 kantor 1 set, meubeler, server
software/aplikasi database
kearsipan dan perpustakaa|
AC, runing LED display,
laptop
Jumlah penyediaan bahan
1.03.1.03.01)Penyediaan bahan bacaan dan peratul bacaan dan peraturan 21.900,000  Eks 2,00  jenis 4000000  Eks 40000000  Eks 100,009 2,00 Eks 40.002,000  jenis 182,669
01.15 [perundang-undangan perundang-undangan selar,
1 tahun
1.03.1.03.01|Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi |Jumlah koordinasi dan o o
0118 |luar daerah Konsultasi ke luar daerah 75,00 Lap 80,00 laporan 40,00 Laporan 40,00 Laporan 100,00 75,00 Lap 120,00 laporan 160,00
1.03.1.03.01|Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi |Jumlah koordinasi dan o o
0119 |dalam daerah Kosultasi ke dalam daerah 55,00 Lap 110,00 laporan 25,00 Laporan 25,00 Laporan 100,00 100,00 Lap 135,00 laporan 245,45




	coper renja 2022.pdf (p.1)
	Penetapan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah 2022.pdf (p.2-7)
	KATA PENGANTAR RENJA 2022.pdf (p.8)
	DAFTAR ISI RENJA 2022.pdf (p.9-10)
	RENCANA KERJA 2022.pdf (p.11-42)

